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Dalam benmgkah dan berbuat manusia udak dapat d1rencanal..an dan dinilai 

seketika. Pada dasamya pelaksanaan pemberian kredit oleh suatu bank kepada debitur 

dimulai dengan aspek kredibilitas dari perninjam, sclain fal..toc-faktor lamnya sepem 

kelayakan usaha dan juga jaminan. Tetapi meskipun kehat1-ha1ian telah dilaksanakan 

oleh pemilik modal tetap saja ditemukan kasus-kasus yang mcrugikan pihak pembcri 

modal yang dalam pembahasan ini discbutkan dengan istilah kredit mace! atau 

lalainya pihak debirur untuk melaksanakan kesepakatan-kescpakatan yang disepakau. 

Apabila timbul kredit rnacet dalam p.raktek pembcrian kredit oleh suatu bank 

maka tingkatan selanjutnya adalah penyelesaian kredit macet tersebut. Pada Bank 

Pemerintah penyelesaian kredit macet secara ekstren dilakukan olch Direktorat 

Jenderal Piutang dan Lelang Negara (OJPLN). Penyelesaian kredit macct oleh insU1nsi 

ini didasarkan kepada adanya penyerahan kasus dari Bank Pemenntah kepada 

BUPLN, sehingga dengan adanya penyerahan tersebut maka dapat diambil tindakan 

hukum selanjutnya oleh KP2LN. 

Menurut tingkatannya piutang macet itu dapat dibagi dalam dua tingkatan 

yaitu : 

I. Piutang macet yang karena adanya ketcntuan-ketcntuan intern dari instnnsi 
au sendiri sehingga masih mungkin u ntuk diselcsa1kan dulu dalam taraf 
intern. 

2. l'iutang macet sama sekali yang setelah kctentuan-ketcntuan mtern dilaluinya 
namun masih juga tidak tcrselesaikan, baik untuk scbagian maupun u1lluk 
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scluroh jumlah piutang, dan oleh karenanya pengurusan selanjutnya 
dihruuskan/diwajibl<an untuk menyerah!..an J..cpada l)ihak lain (dulu kepada 
Pengadilan Negeri sekarang kepada PUPN). 

Pengertian piutang macet tersebut di atas. erat sckali hubungannya dengan 

ketentuan waktu kapan persoalan terse but harus dtserahkan !..epada PU PN Menurut 

Pasal 12 ayat (I) Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 dinyatakan bahwa piutang 

macet tidak berarti bahwa begitu macet langsung harus diserahkan penyelesaian 

kepada PUPN, akan tetapi sebagaimana telah ditenlUkan di dalam peraturan 

PUPN/DJPLN sendiri bahwa instansi yang bersangkutan masih mempunya1 

kesempatan untuk menyelesaikan sendiri, sampai semua ketentuan intern terpenuhi. 

Apabila memang piutang tersebut tidak juga terselesaikan setelah semua ketentuan 

intern terpenuhi. maka barulah diserahkan kepada PUPN. 

Di dalam Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960 dijumpai istilah ptutang 

macet atau !credit macet. Pengertian kredit macet dapat dipedomani dari penjelasan 

Pasal 4 Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 yaitu "Piutang negara pada tingkat 

pertama pada prinsipnya diselesaikan oleh inStansi-instansi dan badan-badan yang 

bersangkutan". 

Penyelesaian dimaksud adalah instansi-instansi dan badan-badan negara lebih 

dahulu mengupayakan penagihan sejak piutang negara telal1 jatuh tempo dan 

penanggung hutang wanprestasi, sesuai dengan ketcntuan yang berlaku di instansi-

instansi dan badan-badan yang bersangkutan dan setelah dilaksanakan penagihan 

tetapi tidak membawa hasil karena udak ada kescdiaan penanggung hutang untuk 

menyelesaikan hutangnya. 
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Dari penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 49 Prp lahun 1960 dapa1 

diartikan bahwa piutang negam baru dika1egonkan mace! sc1clah msiansi atau badan 

negara yang bersangkutan mengupayakan penyelesaian sesuai dengan ke1entuan 

instansi dan badan yang bersangkul!ln. 

Dalam hal piuuing negara yang berasal dari kredil perbankan, jika mengacu 

pada penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 49 prp. Tahun 1960, maka penyclcsaian 

tingkat pertama dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan kolektibilitas kredit 

perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia i.e. Surat keputusan Direksi Bank 

Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 Tentang Kualitas Akliva 

Produktif. 

Landasan hukum PUPN/BUPLN/DJPLN dalam mengurus piu1ang negara 

adalah Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 1entang Panitia Urusan Piu1ang 

Negara. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1976 tentang Panilia Urusan Piutang 

Negara dan Badan Urusan Piutang Negara, dan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 

1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Letang Negara, Keputusan Presiden No. 177 

Tahun 2000 Tentang Susunan organisasi dan Tugas Departcmcn Keuangan, keputusan 

Presiden No. 84 Tahun 200 I ten tang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan organisasi 

dan Tata Kerja lnstansi Venikal di lingkungan Dcpartemen Keuangan, Pasal 4 aya1 (I) 

dan (2) Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 mengatur bahwa PUPN bertugas 

mengurus piu1ang negara yang adanya dan besamya 1clah pasu menurul hukum akan 

tetapi debitur penanggung hutang tidak melunas1 butangnya sebaga11nana mestinya. 

Selaajutnya dalam Pasal 8 jo Pasal l 2 Undang-undang No. 49 prp Tahun 1960 
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mengatur tentang insl3nsi-insumsi pemerintah dan badan-badan ncgar.i yang langsung 

atau tidak langsung dikuasai oleh negara diwajibkan/dih3ruskan untuk menyerahkan 

piutang-piulang yang adanya don besamya telah pasti mcnurul hukum kepada Panitia 

Urusan Piutang Negara (PUPN). 

Piutang negara yang penag1hannya wajib diserahkan kepada PUPN adalab 

piutang negara macet, yang adanya dan besamya telah pasti menurul huk� jadi 

sebelumnya harus diteliti terlebih dahulu secara seksama berapa jumlah tagihan. 

tennasuk bagaimana kcadaan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan lainnya 

milik .penanggung hutangfpcnjamin hutang. Sebelum mcnyerahkan penagihannya 

kepada PUPN. instansi atau badan negara tersebut, harus terlebih dahulu berusaha dan 

bcrupaya secara intern untuk menagih, namun temyata tidak bcrhasil. maka 

diwajibkan/diharuskan untuk menyerahkan pengurusannya kepada PUPN. 

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini pcnulis ingin mengetahui 

bagaimana prosedur hukum pclaksanaan llf\ISaD piutang negara oleb BRI kepada 

PUPN. 

A. Pengertian dan penegasan Judul 

Skripsi penulis ini berjudul "Tinjauan Juridis Terhadap Pelaksanaan 

Penyerahan Urusan Piutang Negara Oleh BRI Kepada PUPN (Studi Pada PT. BRI 

(Persero) Cabang Medan lsk:mdar Muda". 

Untuk membatasi judul yang diajukan maka berikut tn1 akan memberikan 

pcngenian atas judul yang diajukan: 
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